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Salam Redaksi

Jurnal ilmiah merupakan suplemen penting saat ini bagi negara-negara yang ingin lebih
maju dalam peradaban keilmuannya. Jumlah dan kualitas jurnal adalah  indikator yang
digunakan untuk melihat perwujudan dari ‘good will’  negara apakah negara benar-benar
berupaya mengembangkan jurnal keilmiahan atau hanya sekedar retorika program semata.
Berdasarkan situs olahan pemeringkatan publikasi ilmiah SCImago Lab, dalam kurun waktu
1996 - 2013, Indonesiaberada pada urutan ke-61 dunia dalam hal publikasi ilmiah dengan
jumlah publikasi sebanyak 25.481. Peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan
beberapa negeri jiran kita (nasional.sindonews.com, diunduh pada tanggal 19 Januari
2017).Berdasar pada kondisi tersebut, maka menjadi komitmen bagi Redaksi Jurnal Borneo
Administratoruntuk berusaha menjaga kontinyuitas penerbitan jurnal sekaligus menjaga
kualitas tulisan yang akan diterbitkan.

Jurnal Borneo Administrator (JBA) kembalihadir melalui Volume 12 Nomor 3. Di
penghujung  tahun 2016yang merupakan  tahun kerja yang penuh optimism, berbagai isu
strategis di bidang keadministrasi negara akan menjadi komoditi JBA untuk berkontribusi
aktifdalam menyediakan berbagai referensi kebijakan yang reliable karena telah melalui tahap
penyuntingan ketat oleh para Mitra Bestari. Inovasi, standar pelayanan minimal, Pendekatan
Ekonomi Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan, serta Evaluasi Kebijakan Pencalonan
Anggota DPRD Dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014merupakan topik terpilih JBA
Volume 12 Nomor 3.

Inovasi sebagai tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, terbidik dalam
tulisan yang berjudul Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di  Kota Bandung.
Sebagaimana di dalam Pasal 386 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 bahwa untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam bidang infrastruktur adalah
peluncuran Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URCTJ). Dalam melaksanakan kewenangannya,
URCTJ bekerja pada jalan dengan kondisi sedang (jalan berlubang) yang telah masuk dalam
program pemeliharaan. Selain itu, URCTJ dapat juga bekerja berdasarkan laporan dan keluhan
masyarakat. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberikan
informasi mengenai jalan rusak adalah dengan menyampaikan langsung kepada Dinas Bina
Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung atau ke kelurahan terdekat. Masyarakat pun
dapat menyampaikan keluhannya melalui short Messages Service (SMS), telepon, email atau
twitter (www.inilah .com). Segera setelah menerima pengaduan, Wali Kota Bandung akan
langsung menerjunkan URCTJ, tanpa harus melalui proses pengadaan barang dan jasa yang
rumit dan panjang seperti yang biasa dilakukan (www.inovasi.lan.go.id). Terdapat tiga tujuan
dari dibentuknya Tim URC Tambal Jalan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempertahankan
kinerja jalan agar tetap dalam kondisi baik. Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi
kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

Sejalan dengan Kota Bandung yang melakukan Inovasi Unit ReaksiCepat Tambal Jalan,
Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan berbagai inovasi untuk perkembangan kotanya
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sebagaiamana tergambar di dalam artikel Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi
Pelayanan Publik di Kota Surakarta. Inovasi di Kota Surakarta adalah inovasi yang terkait
dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota Surakarta. Perbaikan yang dilakukan melalui
inovasi meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Adapun wujud inovasi yang berhasil dilakukan di Kota Surakarta antara lain :Inovasi Kartu
Insentif Anak, Inovasi Digital Arsip Kependudukan, Inovasi Pelayanan KTP Satu Jam, Relokasi
Rumah Deret Kampung Keprabon Kota Surakarta, River Tourism Kota Surakarta Melalui
Penataan Kawasan Sungai. Dari 10 (sepuluh) poin penutup, yang menarik untuk dicermati
sebagai bagian kesempurnaan perwujudan inovasi adalah kemampuan masyarakat dalam
membekali diri dengan pengetahuan terhadap program inovatif pemerintah agar dapat
berpartisipasi aktif dalam program.

Masih berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara, tulisan selanjutnya berjudul
Penerapandan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Artikel inimerupakan pengembangan dari
Kajian Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Kabupaten/
Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui
sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD
penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan
solusi  pemecahannya. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi
target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM,
teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.

Masih berbicara tentang Kota samarinda, kali ini yang ingin dibahas selanjutnya dari
kota yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah Pendekatan Ekonomi
Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda. Artikel ini disarikan dari
hasil kajian PKP2A III LAN dengan BLDD Kota Samarinda Tahun 2015. Dalam artikelnya
tersebutkan bahwa Pemerintahan Kota Samarinda telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.
Berdasarkan klasifikasi sembilan sektor ekonomi atau lapangan usaha di Kota Samarinda,
sektor yang sumbangannya paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan
sektor tersebut selama dua belas tahun terakhir terus meningkat. Pemetaan potensi sumberdaya
ekonomi daerah sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah serta optimalisasi
ruang gerak ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, melengkapi berbagai masalah yang sering muncul di ruang lingkup
penyelenggaraan pemerintahan, artikel berjudul Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota
DPRD dalam Penyelengaraan Pemilu Tahun 2014  akan merepresentasikan terkait persoalan
di ruang lingkup penyelenggara pemerintahan (legislatif). Tersebutkan bahwa pemilu
merupakan prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis
sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan memperbarui
kontrak sosial; memilihpemerintahanbaru.
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Berkenaan dengan itu, direkomendasikan perlu penyempurnaan substansi pengaturan
pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan
rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol, surat keterangan
atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan
sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan
negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/
model pancalonan serta beberapa kesalahan/inkonsistensi peristilahan.

Terakhir, dalam momen menjelang tutup tahun ini, tidak lupa kami sampaikan terima
kasih kepada tim redaksi, kepada para mitra bestari serta para penulis yang telah memberikan
kontribusi aktif-nya sesuai dengan perannya masing-masing. Selamat tinggal tahun 2016,
Selamat datang tahun 2017.




